PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Tanah Merah Sukadana, Email : kepegkku@yahoo.co.id Kode Pos : 78852

PENGUMUMAN
NOMOR : B/ 2425 / 800.1.2.3/BKPSDM-I/IX/2023

TENTANG

HASIL SANGGAH OPTIMALISASI PENGADAAN PEGAWAI

PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL

TEKNIS DAN PERSYARATAN PEMBERKASAN PENGUSULAN NI PPPK
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

‘ KABUPATEN KAYONG UTARA FORMASI TAHUN 2022

Menindaklanjuti Berita Acara Hasil Sanggah Optimalisasi Pengadaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Formasi Tahun 2022, dengan ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor
B/3838/800.1.2.3/BKPSDM-I/IX/2023 tanggal 05 September 2023 tentang
Hasil Optimalisasi Pengadaan Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Jabatan Fungsional Teknis Pra Sanggah dan Jadwal Penyelesaian Penetapan NI
PPPK Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Perintah Kabupaten Kayong
Utara Formasi Tahun 2022, dimana telah disediakan masa sanggah pada tanggal
6 s.d 9 September 2023.

2. Disampaikan bahwa hasil masa sanggah terhadap hasil optimalisasi seleksi
kompetensi yang telah dilaksanakan sebagaimana terlampir pada Lampiran I
pengumuman ini.

3. Selanjutnya, bagi peserta yang dinyatakan lulus untuk segera melakukan
pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dalam rangka pemberkasan pengusulan
Nomor Induk PPPK, untuk menjadi perhatian dalam pengisian DRH diharapkan
para peserta yang lulus membaca petunjuk maupun pedoman pengisian dengan
teliti dan seksama.

4. Bagi peserta yang dinyatakan lulus dan ingin mengundurkan diri, untuk segera
melapor kepada Panitia Seleksi Daerah melalui Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kayong Utara untuk
selanjutnya melakukan konfirmasi dengan membuat dan mengupload Surat
Pernyataan Pengunduran Diri bermaterai Rp. 10.000 melalui website
https://sscasn.bkn.go.id

S. Selanjutnya persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK diatur
dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus
agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan
dokumen secara elektronik melalui https://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal
13 s.d 28 September 2023.




6.

10,

Kelengkapan dokumen kelengkapan usul penetapan NI PPPK yaitu :

a. Pas photo terbaru dengan pakain formal dan latar belakang warna merah;
b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;

¢. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;

d

. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang
bersangkutan dan bermaterai Rp 10.000;

€. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangi dan bermaterai

Rp. 10.000, format surat pernyataan S (lima) poin terlampir pada Lampiran II

pada pengumuman ini, yang berisi tentang :

1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak
pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk
BUMN/BUMD);

3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau anggota TNI/POLRI;

4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;

5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesaturan Republik
Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;

g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari
dokter yang berstatus PNS atau dokter yang berkerja pada unit pelayanan
kesehatan pemerintah;

h. Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi/Menggunakan  Narkotika,
Psikotoprika, Precursor, dan Zat Adiktif lainnya yang ditandatangani oleh
dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang

berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian
zat narkoba dimaksud.

Selain menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui
https://sscasn.bkn.go.id peserta juga diminta untuk menyampaikan Dokumen
Fisik ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kayong Utara selambat-lambatnya pada tanggal 02 Oktober 2023.

Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat
diusulkan dan diproses penetapan NI PPPK serta memperoleh Surat Keputusan
tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Pernjanjian Kerja.

Apabila dalam tahapan proses penetapan NI PPPK diketahui terdapat
keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat
menggugurkan kelulusan yang bersangkutan dan diminta kepada peserta
untuk melakukan penginputan pada pengisian DRH dengan benar dan teliti.

Apabila dalam jangka waktu yang telah dijadwalkan peserta tidak melengkapi

data dan dokumen, maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR/
MENGUNDURKAN DIRI.



11. Diharapkan kepada Peserta untuk terus memantau perkembangan informasi dan
pengumuman penting lainnya melalui website http://sscasn.bkn.go.id dan
http:/ /bkpsdmkku.id

Seluruh proses Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Formasi Tahun
2022 tidak dipungut biaya.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal, \| September 2023

TI\KAYONG UTARA

NIP. 19240506 199101 1 002



Lampiran I

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara
Nomor : B/ 3925 /800.1.2.3/BKPSDM-1/IX/2023
Tanggal 1\ September 2023

Tentang Hasil Sanggah Optimalisasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Jabatan Fungsional Teknis dan Persyaratan Pemberkasan Pengusulan NI PPPK Jabatan

Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

BUPATI KAYONG UTARA , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

1 | 2366123110000127 | RIAN SUGISMAN TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER| BIDANG PEGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN tolak
PEMANFAATAN DATA
TERAMPIL - OPERATOR SISTEM
BUPATI KAYONG UTARA , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,
2 | 2366123120000093 | NORHAYATI,A.MD INFORMASI ADMINISTRASI BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN tolak
KEPENDUDUKAN
AHLI PERTAMA - PENGGERAK BUPATI KAYONG UTARA , KECAMATAN TELUK BATANG, SEKSI
8 | 2366123110000183 | RABUANTO SWADAYA MASYARAKAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA tolak
BUPATI KAYONG UTARA , DINAS PENDIDIKAN , SEKRETARIS, SUBBAGIAN
4 | 2366123120000041 | SILVI RIUPASSA AHLI PERTAMA - PERENCANA RENCANA KERJA, MONITORING DAN EVALUASI tolak
TERAMPIL - TEKNIK TATA BUPATI KAYONG UTARA , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
5 | 2366123110000017 | RICHARDO APRIAN PELUPESSY BANGUNAN DAN PERUMAHAN BIDANG CIPTA KARYA tolak
BUPATI KAYONG UTARA , DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
6 | 2366123110000134 | RICKY FEBRIAN RAMADHANI AHLI PERTAMA - PERENCANA |PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP , SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN tolak
RENCANA KERJA DAN KEUANGAN
7 | 2266123110000011 [ WIDODO PEMULA - PENGAMAT TERA BUPATI KAYONG UTARA , DINAS PERDAGANGAN, BIDANG PERDAGANGAN tolak
AHLI PERTAMA - PENGAWAS BUPATI KAYONG UTARA , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG
8 | 2366123110000200 | EKO GUNAWAN BIBIT TERNAK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN tolak
BUPATI KAYONG UTARA , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
9 | 2366123110000060 | REJA ANTON NUGRAHA TERAMPIL - TEKNIK PENGAIRAN BIDANG SUMBER DAYA AIR tolak
BUPATI KAYONG UTARA , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN , SEKRETARIS ,
10 | 2366123110000112 | RAHMAT PURNAMA JAYA TERAMPIL - ARSIPARIS SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR tolak
BUPATI KAYONG UTARA , DINAS PERDAGANGAN , SEKRETARIS , KEPALA
11| 2366123110000176 | HENDRI AHLI PERTAMA - PERENCANA SUBBAGIAN RENCANA KERJA DAN KEUANGAN tolak




No No Peserta Nama Jabatan Unit Kerja | Status Jawab
AHLI PERTAMA - PENYULUH BUPATI KAYONG UTARA , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG
12 | 2366123120000016 CICI HARIYANTO PUTRI PERTANIAN PENYULUHAN PERTANIAN tolak
13| 2366123110000206 MISKO AHLI PERTAMA - PERENCANA BURETLEATONG EARA , SaTAN BR-ATIAN ERNGEA Daly ERLLKE, tolak
SEKRETARIS
BUPATI KAYONG UTARA , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG
14 [ 2366123110000125 DOYO UTOMO, SH.,MH S PERTQLI\;[I?L;I\: AL UTARA , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, BAGIAN tolak
HUKUM
BUPATI KAYONG UTARA , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
15| 2366123110000128 REKI RIKARDO PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN tolak
BUPATI KAYONG UTARA , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
16 | 2366123110000152 HENDRI KURNIAWAN AH%EEEE:?\]?}_SQN:;:;{??S&}E BR SUMBER DAYA MANUSIA, KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, tolak
DISIPLIN, PENGHARGAAN, DAN FASILITASI PROFESI ASN
BUPATI KAYONG UTARA , DINAS PENDIDIKAN , SEKRETARIS, SUBBAGIAN
17 | 2366123110000065 SYAFARUDIN, SE AHLI PERTAMA - PERENCANA RENCANA KERJA, MONITORING DAN EVALUASI tolak
AHLI PERTAMA - TEKNIK BUPATI KAYONG UTARA , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
18 | 2366123110000036 | MAWARDI PENGAIRAN BIDANG SUMBER DAYA AIR tolak
BUPATI KAYONG UTARA , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG
19| 2366123110000216 EKO MAHENDRA AHELEERTEMA = FRANATA UTARA , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN tolak

KOMPUTER

PENGADAAN BARANG DAN JASA

. \An¢ BUPATI KAYONG UTARA

©~ Plh.Bekretaris Daerah,




Lampiran II : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara
Nomor :B/393¢ /800.1.2.3/BKPSDM-I/IX/2023
Tanggal : September 2023
Tentang Hasil Sanggah Optimalisasi Pengadaan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan
Fungsional Teknis dan Persyaratan Pemberkasan
Pengusulan NI PPPK Jabatan Fungsional Teknis di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat, Tanggal Lahir
Agama

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1.

Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; :

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk
BUMN/BUMD);

Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau anggota TNI/POLRI;
Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara
lain yang ditentukan oleh pemerintah;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di
muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah,
apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp.
10.000,-




